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ABSTRAK

ERMAS TEDDY PRATAMA, 2008/05169 : Peranan Komisi Penegak Etika
Pemerintahan Daerah (KPEPD) Kota Solok.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Perda Kota Solok tentang
Etika Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengatur aparatur pemerintah
dan masyarakat dalam bersikap, bertindak, berucap dalam melaksanakan
penyelenggaraan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawab. Untuk
mengawasi jalannya Perda Etika Pemerintahan Daerah maka dibentuk Komisi
Penegak Etika Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengawasi penerapan
Perda tersebut. Dengan adanya Komisi ini maka diharapkan memiliki peran yang
sangat penting dalam mengimplementasikan Perda. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah dalam
menegakkan Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota Solok, mengidentifikasi
faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota
Solok, serta mengetahui tindaklanjut pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive. Sample data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik analisis yang dipakai adalah
analisa deskriptif kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan
teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek balik
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan komisi penegak etika
pemerintahan daerah Kota Solok belum terlaksana dengan baik terutama dalam
pengawasan terhadap penerapan Perda Etika Pemerintahan daerah di dalam
masyarakat. Hal ini di sebabkan karena masih kurangnya sosialisasi yang
dilakukan terhadap masyarakat. Untuk itu maka Komisi Penegak Etika
Pemerintahan Daerah diharapkan untuk lebih melakukan pengawasan dikalangan
masyarakat dan juga harus melakukan sosialisasi yang lebih giat lagi. Sosialisasi
bukan hanya dilakukan di media cetak tetapi juga melalui media elektronik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dan laju globalisasi
yang semakin meningkat, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap
wajah birokrasi Indonesia. Birokrasi yang awalnya dipersiapkan sebagai pelayan
masyarakat bergeser kepada birokrasi yang minta dilayani. Perubahan nilai-nilai

ini telah berimplikasi terhadap perilaku para birokrat itu sendiri.

Adanya budaya yang seolah-olah ingin dilayani mengakibatkan
ketidaknyamanan masyarakat dalam berurusan. Untuk memperoleh pelayanan
yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada berbagai kesulitan.
Kita sering melihat antrian panjang orang-orang yang akan membayar pajak,
pengurusan KTP yang sangat lama. Padahal dalam kehidupan sehari-hari
keberadaan birokrasi pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi untuk menentukan aktivitas mereka.

Kenyataan yang sering ditemui di lapangan yaitu para pegawai tidak lagi
merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja
mereka. Bahkan kebanyakan justru menolak adanya perubahan. Etos kerja
sekarang ini menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa berhubungan
dengan birokrasi berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit,
memakan waktu dan menyebalkan. Yang lebih parah, prosedur yang mencekik itu

seringkali ditunggangi oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas yang



diperdagangkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Wahyudi

Kumorotomo, 2005:156 ).

Dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia juga diwarnai
oleh buruknya etika pemerintahan oleh penyelenggara Negara. Etika adalah nilai-
nilai universal yang terbentuk dari budaya dan pelembagaan struktur yang terus-
menerus. Nilai-nilai ini menjadi batas apa yang boleh dilakukan dan apa yang
tidak boleh dilakukan. Ukuran terhadap benar atau salah dalam ucapan dan
tindakan seorang aparatur negara seringkali dibatasi oleh nilai yang dikontrol diri
sendiri dan komunitas. Karena itu, menegakkan etika dalam pemerintahan lebih

sulit dari pada menegakkan hukum ( Eko Prasojo 2009:169 ).

Begitu juga dalam dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ditemukan adanya sikap, perilaku maupun ucapan penyelenggara pemerintah
daerah yang kurang menunjukan etika dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Sikap, perilaku maupun ucapan yang kurang etis tersebut dapat dilihat
dalam praktek pembohongan publik, membuat pernyataan yang tidak benar,
kurang terbuka atas informasi kepada masyarakat, kurang bertanggung jawab atas
kegagalan pelaksanaan tugas, tidak konsisten dalam pelaksanaan kebijakan atas

hukum, berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di tengah maraknya masalah birokrasi ini timbul keinginan dari segelintir
pihak untuk membuat sebuah kebijakan baru sehubungan dengan masalah yang
selalu ada dalam birokrasi. Pemerintahan Kota Solok sudah mulai berangsur

membenahi dan menata kembali para birokratnya. Pada tanggal 23 Januari 2008



pemerintah Kota Solok mengesahkan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota
Solok, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengatasi sekelumit masalah
yang selalu ada dalam tatanan pemerintahan terutama masalah etika

pemerintahan.

Prinsip dasar dari Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok ini didasarkan
kepada nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Solok terdiri dari eksekutif dan legislatif.
Adapun jajaran tersebut meliputi kepala daerah, beserta perangkat daerahnya, dan
jajaran Badan Usaha Milik Daerah, beserta seluruh unsur warga masyarakat yang
terdiri dari individu, kelompok masyarakat dan kelompok kemasyarakatan yang
berada di wilayah administratif Kota Solok berkewajiban untuk menaati Peraturan
Daerah ini. Tujuan dari Perda Etika Pemerintah Daerah adalah untuk menegakkan
etika bersikap, berperilaku, bertindak, berucap bagi setiap penyelenggara
pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran,
wewenang dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan ( Man

Campay, 2008:162 ).

Gagasan untuk membentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah tentang
Etika Pemerintahan di Indonesia menimbulkan polemik. Pada satu sisi, etika
bukanlah hukum positif yang harus diatur dalam satu produk hukum. Dengan kata
lain, apakah sebuah etika memang dapat diundang-undangkan secara formal
dalam bentuk hukum positif. Pemikiran ini memusat pada pertanyaan, apa yang
harus di atur dalam sebuah produk hukum yang mengatur mengenai etika.

Kelompok yang setuju dengan pembentukan produk hukum etika biasanya



didasarkan pada fakta, bahwa kondisi administrasi negara di Indonesia bersifat
khusus, dimana etika tidak bisa hanya dipedomani dan menjadi standar nilai yang
tidak tertulis. Karena itu etika pemerintahan harus dibungkus oleh suatu produk
hukum formal. Pada umumnya, praktek Internasional terhadap etika pemerintahan
lazimnya dibuat dalam suatu pedoman yang mengarahkan pada setiap ucapan dan
tindakan penyelenggara negara. Kedua pendapat ini dapat diterima sesuai dengan

tujuan dan kondisi lingkungan dimana tujuan itu akan dicapai.

Untuk melakukan pengukuran dan evaluasi serta mengawasi jalannya
Perda Etika dibentuk Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah, yakni sebuah
lembaga penegak kode etik Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dibentuk
dalam sistem dan tatalaksana penegakkan etika penyelenggara pemerintahan di

Kota Solok.

Hal pokok yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana peranan
KPEPD dalam mengatasi pelanggaran terhadap Perda tentang etika. Jika dilihat
dari tugas pokoknya KPEPD harus mengawasi penerapan norma etika pemerintah
daerah, menverifikasi, mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan
dan menetapkan dapat dikatakan bahwa aparat birokrasi daerah terikat oleh nilai-
nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai ini
harus dipedomani tidak saja oleh setiap pejabat birokrasi tetapi juga oleh

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan di bentuknya Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah di

harapkan pelaksanaan Perda Etika Pemerintahan Daerah dapat terlaksana dengan



baik di berbagai elemen. Pengawasan yang dilakukan oleh KPEPD tidak hanya

pada aparatur pemerintahan saja akan tetapi juga terhadap masyarakat.

Ide Perda Etika ini berikut KPEPD-nya sangat mulia. Namun aplikasinya
di lapangan tidak seperti gaungnya selama ini. Bayangkan saja, anggotanya
merupakan orang-orang yang duduk di elemen yang akan diawasinya. Tentu saja
mereka akan kesulitan saat mengambil tindakan ataupun rekomendasi. Hal ini

turut melemahkan peran KPEPD sendiri.

Keberadaan KPEPD dan Perda Etika ini diharapkan tidak menjadi
semacam proyek mercusuar yang efeknya tidak terasa namun pemko harus

mengeluarkan biaya untuk ini.

Komisi ini telah berjalan sekitar 4 tahun setelah Perda Kota Solok Nomor
1/2008 tentang EPD dilahirkan. Perjalanan waktu yang tidak singkat tentunya
untuk sebuah organisasi pemerintahan yang ditunjang atau didukung oleh

berbagai fasilitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan Pada Pemda Kota Solok, tugas
dan fungsi KPEPD belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih
kurang peranan KPEPD dalam mengatasi masalah dalam menjalankan perda etika
pemerintahan daerah. Misalnya tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh
KPEPD terhadap pegawai yang kurang disiplin dalm bertugas.Kenyataan ini tentu
saja tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya KPEPD. Dilain pihak juga adanya
banyak factor yang mempengaruhi jalannya perda etika pemerintahan daerah.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan dalam menerapkan perda etika pemerintah



daerah. Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai

“Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok”.

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah

1. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi

masalah, sebagai berikut :

a. Kurangnya Peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan Perda Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok.

b. Aparatur pemerintah Kota Solok kurang memberikan ketauladan dalam
melaksanakan tugas.

c. Adanya pegawai yang kurang disiplin dalm melaksanakan tugasnya.

d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPEPD terhadap penerapan Perda
Etika

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi
permasalahannya pada Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota

Solok.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:



a. Bagaimana peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan norma Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok?

b. Factor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Etika
Pemerintahan Daerah di Kota Solok?

c. Bagaimana menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam Perda Etika
Pemerintahan Daerah yang dilakukan aparatur pemerintahan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka yang menjadi focus penelitian

ini adalah:

a. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam
mengawasi penerapan Perda Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok
dilihat dari tugas pokok serta fungsinya.

b. Faktor yang mempengaruhi Perda Etika Pemerintahan Daerah di Kota
Solok yang terdiri dari faktor komunikasi,kemampuan
aparatur,kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.

c. Cara menindaklanjuti pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika
Pemerintahan Daerah di Kota Solok.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui peranan KPEPD dalam mengawasi penerapan norma Etika

Pemerintahan Daerah di Kota Solok



Mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok
Mengetahui tindaklanjut pelanggaran dalam pelaksanaan Perda Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok

. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut:

Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat
mengembangkan konsep ilmu pengetahuan terutama tentang -etika
pemerintahan.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada instansi terkait dalam pengambilan kebijakan untuk
penerapan etika Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Bagi peneliti lanjutan sebagai landasan berpijak untuk melakukan
penelitian yang lebih mendalam yang ada hubungannya dengan etika

pemerintahan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan diantaranya :

d. Peranan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) kota solok
dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu
mengawasi penerapan norma etika pemerintahan daerah, Memverifikasi,
mempertimbangkan serta melakukan proses persidangan dan menetapkan
jenis pelanggaran norma etika pemerintahan daerah, Membuat
rekomendasi pemberian sanksi kepada pimpinan unit Kkerja, pimpinan
DPRD dan atau lembaga kemasyarakatan terkait yang berwenang memberi
sanksi terhadap pelanggar norma etika pemerintahan daerah. Pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi tersebut masih menemukan kendala terutama
dalam pengawasan terhadap penerapan norma etika pemerintahan daerah
di kalangan masyarakat.

e. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Perda Etika Pemerintahan
Daerah adalah faktor komunikasi, faktor kemampuan aparatur, dan
struktur birokrasi yang berpengaruh positif terhadap implementasi dan
faktor kecendrungan-kecendrungan yang berpengaruh negatif terhadap
implementasi.

f. Tindak lanjut KPEPD terhadap aparatur pemerintah yang melanggar Perda
Etika yaitu dengan memberi teguran atau pengertian serta membina

aparatur yang melakukan pelanggaran. Namun jika pelanggaran yang

68
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dilakukan berat maka harus dilakukan proses persidangan untuk
menentukan sanksi yang akan di berikan.

B. saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan kepada KPEPD

adalah :

a. Keberadaan KPEPD masih dibutuhkan dalam mengawasi penerapan Perda
Etika Pemerintahan Daerah di seluruh kalangan termasuk masyarakat.
b. KPEPD diharapkan juga melakukan sosialisasi mengenai Perda Etika

Pemerintahan Daerah melalui media elektronik bukan hanya media cetak.
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